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إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠
“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”[footnoteRef:2] [2:  Depag RI, 1998, Al-Qur’an,49:10] 
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Salamai, Siti Maryamah Robi'atus. 2018, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Ketika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Skripsi, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Kraksaan. Pembimbing I : KH. Achmad Fauzi, Lc., M.Sc. Pembimbing II : Imam Syafi’i, M.H.

Kata Kunci : Mediasi, Harta Gono Gini, Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah SWT. Karena dampak dari terjadinya perceraian sangat besar salah satunya adalah atas harta yang diperoleh selama masih dalam perkawinan (harta gono-gini), di mana suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta tersebut. Sesuai dengan KHI pasal 97
Dalam hal ini agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan antar para pihak maka perlu adanya upaya mediasi sebagai bagian dari proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan. Islam sangat menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan damai, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor:2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Berangkat dari hasil pemikiran di atas. Maka dalam skripsi ini yang jadi pokok masalah adalah bagaimana upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan 2017/2018. Sebuah penelitian yang ingin mengungkapkan upaya mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan yang sub pokok masalahnya meliputi: Bagaimana bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan, Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2017/2018. Dan Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) ketika terjadi perceraian.
Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pokok masalah bagaimana upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan yang kemudian dibagi menjadi dua sub pokok masalah yaitu: ingin mengetahui bagaimana bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan, ingin mengetahui bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan dan ingin mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) ketika terjadi perceraian.
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif di mana dalam penjabaran dari hasil penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi bersifat alamiah dengan metode penentuan sumber data menggunakan teknik total sampling dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview dan dokumenter. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif reflektif. 
Berdasarkan dari hasil penelitian tentang upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini ketika terjadi perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2017/2018), dikemukakan kesimpulan, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan telah mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa harta gono-gini (harta bersama) melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003. untuk mengurangi kemacetan perkara  di pengadilan.
Sedangkan kesimpulan secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:
Bentuk mediasi dalam penyelesaian harta gono gini yaitu dengan cara menawarkan kepada para pihak dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan tetap berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku mulai dari penetapan mediator, pelaksanaan proses mediasi, sampai pembuatan akta perdamaian yang di sepakati oleh para pihak. 
Pembagian harta gono gini ditulis dalam perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak setelah tercapainya kesepakatan bersama dengan di bantu oleh mediator, yang kemudian dikuatkan dengan di keluarkannya putusan Majlis Hakim yang menangani perkara pokok (perceraian).
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[bookmark: _Toc520543459]Latar Belakang Masalah
Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan sepasang suami istri, hal ini ditempuh sebagai jalan terakhir, karena tidak ada lagi keharmonisan di antara suami istri, pecahnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti suami atau istri selingkuh, ekonomi, pertengkaran dan sebaginya. Islam membolehkan terjadinya perceraian, walaupun perbuatan itu sangat di benci oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah saw :
  ابغض الحلال الى الله الطلاق.(رواه ابو داود وابن ماجة)
Artinya: Di antara barang-barang halal yang di benci oleh Allah SWT.    adalah talak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).[footnoteRef:3] [3:  Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, Bulughul Maram (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 50.] 

  
Dari hadits di atas secara tegas dijelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 tentang perceraian bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak”. Apabila usaha mendamaikan perceraian tidak berhasil maka hakim memutuskan perceraian tersebut sah menurut hukum
Namun, sebelum proses perceraian sah menurut hukum, perlu pemecahan masalah pembagian harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan atau harta gono gini (harta bersama). Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 37 bahwa, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan ini khusus bagi umat Islam dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak Ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.[footnoteRef:4] [4:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35] 

Untuk itu, perlu kiranya ada upaya perdamaian, terutama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama (gono gini) sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (الحجرات: ۹)
“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujurat: 9).[footnoteRef:5] [5:  Depag RI, 1998, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 70.] 


Firman di atas dengan tegas memerintahkan untuk mendamaikan orang-orang beriman yang bersengketa, terjadi hubungan ini dimaksud agar orang-orang Islam menjadi orang yang kuat, bersatu dalam menegakkan agama Islam dan tidak ada perselisihan yang terus menerus. Untuk itu perlu kiranya ada upaya perdamaian yang dapat menghindari terjadinya hal-hal di atas tersebut khususnya dalam sengketa pembagian harta gono gini (harta bersama). 
Penerapan mediasi di lembaga pengadilan sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa dengan proses perdamaian sangat tepat dan  relevan sekali. Hal ini diperkuat dengan peraturan Mahkamah Agung No: 2 tahun 2003 tentang penintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.[footnoteRef:6]   [6:  Lihat Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.] 

Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa dapat memperkuat dan memaksimalkan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping melalui proses pengadilan yang bersifat memutus (yudikatif) yang  memerlukan waktu  lama dalam penyelesaiannya. Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa dapat atau mempunyai peran penting, seorang penengah
(mediator) hanya sifatnya menengahi  ia tidak mempunyai hak untuk memutuskan.  Secara realita, adanya proses mediasi di lembaga pengadilan belum begitu dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian, karena selama ini proses perdamaian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia hanya dilakukan di lembaga adat melalui tokoh adat atau kepala desa yang dipercayakan oleh kedua belah pihak.[footnoteRef:7]  [7:  A. Fatahillah Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia  (Bandung: Mandar Maju, 2012 ), 4.] 

Untuk  itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang: Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Ketika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Sebagai sebuah informasi bagi seluruh pihak dan peneliti tentang diberlakukannya proses mediasi (perdamaian) di lembaga pengadilan.
[bookmark: _Toc520543460]Fokus Penelitian
Memperhatikan uraian pada latar belakang masalah, penulis menetapkan fokus penelitian  yaitu Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Ketika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.
[bookmark: _Toc520543461]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini menurut hukum Islam dan hukum Adat?

2. Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini menurut hukum Islam dan hukum Adat ?
3. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam pembagian harta gono gini (harta bersama) ketika terjadi perceraian menurut hukum Islam dan hukum Adat ?
[bookmark: _Toc520543462]Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai :
1. Ingin mengetahui bagaimana upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini ketika terjadi perceraian menurut hukum Islam dan hukum Adat
2. Ingin mengetahui bagaimana Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini ketika terjadi perceraian menurut hukum Islam dan hukum Adat
3. Ingin mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam pembagian harta gono gini (harta bersama) ketika terjadi perceraian menurut hukum Islam dan hukum Adat.
[bookmark: _Toc520543463]Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1. Bagi Peneliti
Memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pengalaman baik secara teoritis dan praktis tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal awal untuk mengadakan penelitian di masa mendatang.
Memberi tambahan pengetahuan tentang mediasi baik tata cara dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Bagi Objek Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan landasan berpijak bagi para praktisi hukum pada upaya penyelesaian sengketa harta gono gini (harta bersama) sehingga upaya tersebut memberi maslahat bagi pihak-pihak yang bersengketa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan tentang adanya upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan prosedur mediasi.  
[bookmark: _Toc520543464]Metode Penelitian
Dalam sebuah penelitian, metode merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan, karena dengan metode yang baik dan benar akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan penelitian. Winarno Surakhmad mengatakan bahwa, “Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan”.[footnoteRef:8]  [8:  Surakmad Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah  (Bandung Tarsito, 1994), 20.] 

Dari pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk melaksanakan tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh pembuktian dari hipotesa yang diajukan dengan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan.
Adapun pemecahan masalah yang diangkat dalam skripsi ini digunakan pendekatan sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc520543465]Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana tujuan penelitian dengan menggunakan studi kasus adalah untuk memusatkan perhatian pada Suatu kasus secara intensif dan mendetail satu kesatuan unit kasus sehingga menghasilkan gambaran yang longitudinal, yakni hasil pengumpulan dan analisa data kasus dalam satu jangka waktu.[footnoteRef:9]   [9:  Ibid, 151.] 

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, “Studi Kasus adalah Suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami perkembangan pribadi, kelompok, lembaga dan juga perkembangan suatu masalah Penelitian kualitatif menurut Bogdan adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menyajikan secara rinci kejadian dan mengutip pernyataan orang.[footnoteRef:10]  [10:  Noeng  Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000),70.] 

 Mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif, Sudarwan Danim mengungkapkan ada lima ciri-ciri utama penelitian kualitatif yaitu:
a) Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya.
b) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.
c) Penelitian kualitatif lebih menekankan proses kerja, yang mana fenomena yang dihadapi diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari.
d) Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif.
e) Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.[footnoteRef:11]  [11:  Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 40.] 

Atas dasar pendapat di atas inilah yang mendorong digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.
Adapun yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang berlandaskan fenomenologis, di  mana penelitian dalam pandangan ini adalah “Pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian yang spesifik atau perilaku khusus”.
Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa penelitian kualitatif dengan metode yang berlandaskan fenomenologis adalah berusaha memandang sesuatu yang menjadi objek penelitiannya dalam kondisi yang wajar dengan maksud untuk menghilangkan kesan subjektifitas, yaitu dengan menganggap dirinya telah mengetahui sesuatu dari lembaga atau objek yang akan diteliti.
[bookmark: _Toc520543466]Kehadiran Peneliti
Sesuai dengan jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan sebagai instrumen utama. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pemberi tindakan, pengumpul data, penganalisis data, dan sebagai pelapor hasil penelitian. Peneliti di lokasi juga sebagai pengamat penuh. Di samping itu kehadiran peneliti mutlak keberadaannya, karena merupakan sumber utama dalam penelitian ini.  
[bookmark: _Toc520543467]Lokasi Penelitian
Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian skripsi ini adalah di pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo. 
[bookmark: _Toc520543468]Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan adanya sumber-sumber yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. 
Data merupakan hal yang esensi untuk menguatkan suatu permasalahan dan juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek  penelitian, maka sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.


a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data pokok yaitu :
1) Ketua Pengadilan Kraksaan, Dr. Hj Lailatul Arofah, M.H
2) Wakil ketua Bapak Dr. H.Sriyatin, SH.M,Ag
3) Ketua Panetra Bapak Drs. Subandi, S.H
4) Sekertaris Bapak Aryl  Zabarrespati, SE.
b. Sumber Data Sekunder.
Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data primer atau data pokok. Sumber data sekunder yaitu :
1. Hukum Islam dan Hukum Adat.
2. Dokumen tentang Pengadilan Agama Kraksaan yang berupa: profil pengadilan, sejarah, visi dan misi Pengadilan Agama, data personalisa, serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kraksaan.
[bookmark: _Toc520543469]Prosedur Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan obyektif dalam penelitian ini adalah :
a. metode observasi
Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan  alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.
Adapun format observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Transkip ObservasiTempat : 	CL(catatan lapangan) No.     ______       ___
Pengamatan tanggal:	
Jam:
Disusun Jam :
Koding
Tanggapan
Pengamat:	








Sebagai contoh kode dalam menganalisis catatan lapangan (observasi) dalam penelitian ini adalah 01/0/F-1/01-II/2018, artinya catatan lapangan dengan nomor urut 01, dengan teknik observasi (0), yang ada hubungannya dengan fokus pertama (F-1) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018.
b. Metode Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang (face two face) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[footnoteRef:12]  [12:  Plexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), 20.] 

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan diwawancarai adalah:
1) Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H Ketua Pengadilan Agama Kraksaan kabupaten Probolinggo.
2) Dr.H. Sriyatin, S.H., M.Ag Wakil ketua pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
3) Drs. Subandi, S.H Ketua Panetra Pengadilan Kraksaan Probolinggo.

Adapun format wawancara seperti berikut ini:
Kode 			: 01/1-W/F-1/10-IV/2018
Nama Informan			: KETUA PENGADILAN AGAMA
          (Dr. Hj Lailatul Arofah, M.H)  
Tanggal 			: 10 April 2018 
Jam			: 09.30-10.30 WIB
Tempat Wawancara		: Kantor Pengadilan Agama   
Topik Wawancara		:Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Ketika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.
	Koding
	Materi Wawancara

	P
	

	I-I
	


Keterangan :
		Kode 	= 01/1-W/F-1/10-IV/2018
		01	= Kode Nomor Transkip	
		1   	= Kode Informan
		W	= Kode Wawancara 		
		F-1	= Kode Masalah Fokus I
		10-IV 	= Kode Tanggal / Bulan diadakannya Wawancara.

c. Metode dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencatat atau mengutip dari dokumen atau prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan, keadaan dan kondisi personalia, sarana dan prasarana pendidikan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun format dokumentasi seperti berikut ini :
Transkip Dokumentasi
Tema Dokumentasi	: Profil  Pengadilan Agama Kraksaan
Lokasi objek	: Pengadilan Agama Kraksaan
Jenis lokasi	: Kantor Pengadilan Agama Kraksaan
Tanggal pencatatan	: 08 Maret 2018
Jam pencatatan	: 10.00 - 12.00 WIB
	Koding
	Materi Dokumentasi

	P
	

	1-1
	

	P
	

	1-2
	



Contoh koding dalam penelitian ini adalah 01/D/F-1/08-III/2018, artinya bahwa = 01 (nomor urut koding), D (dokumentasi), F-1 (yang berhubungan dengan fokus pertama), 08-III /2018 (dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018).
[bookmark: _Toc520543470]Analisis Data
Analisa data juga merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Sementara itu analisis sudah terkumpul dari catatan lapangan, gambaran, dokumen berupa laporan dan diberi kode untuk mengembangkan mekanisme kerja terhadap data yang dikumpulkan.
Sedangkan analisis data merupakan proses mencari dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Karena itu pekerjaan analisa meliputi kegiatan mengerjakan data, menatanya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang akan dilaporkan.  
[bookmark: _Toc520543471]Pengecekan Keabsahan Temuan
Untuk mencapai keterpercayaan data yang di peroleh melalui penelitian, maka perlu di lakukan uji keabsahan data, yaitu;
a. kreadibilitas, yang di maksudkan apa yang berhasil di kumpulkan sesuai apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi,
b. dependabilitas, kriteria ini di gunakan untuk menjaga ke hati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan dan penginterpretasian data, 
c. konfirmabilitas, kriteria ini di gunakan untuk menilai hasil penelitian yang di lakukan dengan cara mengecek informasi serta interpretasi peneliti yang di dukung oleh materi yang ada dalam audit trail.
[bookmark: _Toc520543472]Tahapan-tahapan Penelitian
	No
	Kehadiran Peneliti
	Hari
	Tanggal
	Keterangan

	1
	Tahap pra lapangan
	Senin






	02-01-2018


	1. Pengajuan Judul Skripsi ke Ketua Jurusan Bapak Umar Faruq Thoir, M.S.M.H
1. Mengurus perizinan secara formal ke Kantor Pengadilan Agama Kraksaan
1. Melakukan penjajakan lapangan dalam rangka penyesuaian dengan Pengadilan Agama Kraksaan serta meminta profil lembaga, profil staf dan Struktur.

	2
	Tahap pekerjaan lapangan
	






	 
	1. Observasi ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan mengamati keadaan kegiatan Pengadilan, fasilitas-fasilitas Pengadilan Agama Kraksaan seperti : gedung Pengadilan Agama Kraksaan, dan kantor ,  dsb.
1. Wawancara Pertama dengan Dr.Hj Lailatul Arofah, M.H. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten  Probolinggo.
1. Wawancara Kedua dengan Drs. Subandi, S.H,S. Sebagai Ketua Panitra  Pengadilan Agama Kraksaan  Kabupaten Probolinggo.
1. Aryl Zabarrespati, SE sebagai  Skertaris Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

	3
	Mengiden-tifikasi data 
	
	
	1. Data yang  sudah  terkumpul dari hasil wawancara dan observasi di identifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

	4
	Tahap penulisan laporan
	
	- s/d 
Waktu yang telah ditentukan
	1) Kegiatan ini  merupakan teknik  dan strategi  penulisan laporan setelah mengadakan penelitian di lapangan.


 
[bookmark: _Toc520543473]Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu pembahasan secara teoritik dengan mengkaji beberapa literatur dan pembahasan secara analisis dengan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:
Bab I  Adalah pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, alasan pemilihan judul yang terdiri dari alasan subjektif dan alasan objektif, penegasan judul, rumusan masalah yang terdiri dari dua bagian yaitu pokok masalah dan sub pokok masalah, selanjutnya tujuan penelitian yang juga terbagi menjadi dua bagian yakni tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian manfaat penelitian serta metode dan prosedur penelitian. Dalam bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.
Bab II Membahas tentang pengertian dan fungsi teori dalam penelitian, landasan teoritik tentang mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini yang mengarah pada, pertama, upaya mediasi yang meliputi pengertian, prosedur mediasi serta status hukum mediasi, kedua, pembahasan tentang harta gono gini (harta bersama) dalam perkawinan yang meliputi kedudukan hukum harta gono gini dalam perkawinan dan menurut hukum Islam dan hukum Adat.
Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
Bab IV berisi tentang paparan data dan laporan hasil penelitian yang mencakup; Diskripsi singkat latar belakang obyek. Selain itu juga analisa data sebagai hasil akhir penelitian yang berguna dalam menentukan kesimpulan.
			7
Bab V  terdiri dari 2 pokok bahasan yaitu kesimpulan penelitian dan saran kesimpulan tersebut.


[bookmark: _Toc520543474]BAB II
LANDASAN TEORITIK 

1. [bookmark: _Toc520543475]Tinjauan Teoritik Tentang Mediasi
1. [bookmark: _Toc520543476]Pengertian Mediasi
Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris “mediation” yang artinya: penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (penyelesaian sengketa secara menengahi) orang yang menengahinya dinamakan mediator.[footnoteRef:13] [13:  Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 73.] 

[image: BG Makalah-Recovered copy]
.  Menurut Munir Fuady dalam bukunya Arbitrase Nasional (Alternatif penyelesaian sengketa bisnis) yang dimaksud dengan mediasi adalah: suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak . Hal serupa juga di kemukakan oleh Abdul Manan dalam Majalah Uldilag bahwa mediasi adalah: upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak dapat membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk  terlaksananya dialog antar pihak 
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dengan   suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.[footnoteRef:14] [14:  Abdul Manan, ADR Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Jakarta:Suara Uldilag Volume 2,2005), 7.] 

Sedangkan Sujud Margono dalam bukunya ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase berpendapat bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagi berikut:
a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
d. Mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[footnoteRef:15] [15:  Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 59.] 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa mediasi adalah: Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (penengah).
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah: sebuah proses atau upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang bersifat netral dan tidak memihak, dan akan membantu para pihak dalam mencari pemecahan masalah, melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga hasil dari musyawarah tidak memberatkan salah satu pihak.
[bookmark: _Toc520543477]Kelembagaan Mediasi
Mediasi merupakan sebagian dari bentuk ADR (Alternative Dispute Resolution) yang banyak digemari oleh seluruh kalangan masyarakat di dunia dan Indonesia khususnya di kalangan pembisnis, Karena banyak keunggulan yang dimiliki oleh sistem ini seperti: tidak memerlukan biaya yang banyak, tidak memerlukan waktu yang panjang, dan berkurangnya permusuhan antara kedua belah pihak yang  bersengketa,  hal ini jauh berbeda apabila sengketa ini diputus dengan putusan biasa yang memakai sistem menang-kalah.[footnoteRef:16] [16:  Iskandar & Wulan Retno, hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1999), 30.] 

Keberadaan media sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa pada mulanya berkembang di Amerika serikat setelah didukung secara formal oleh hukum positif negara tersebut, berupa (Dispute Resolution Act) yang ditandatangani oleh presiden Jimmy Carter pada tanggal 12 Februari 1980.[footnoteRef:17] [17:  Ibid, 37.] 

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bukanlah hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif,hanya saja istilahnya yang berbeda, proses penyelesaian sengketa pada waktu itu menggunakan lembaga adat dalam proses perdamaian dengan menunjuk seorang hakim adat atau kepala desa untuk menjadi mediator (penengah). Melihat proses perdamaian melalui mediasi mempunyai keunggulan dan sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia. Maka pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) RI Nomor: 2 tahun 2003, tentang prosedur mediasi di pengadilan tingkat pertama  untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mengatasi kemungkinan menumpuknya perkara di pengadilan.
[bookmark: _Toc520543478]Dasar Hukum Mediasi
Untuk menjadi landasan yuridis mediasi sebagi bagian dari upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa, maka perlu dicantumkan dasar hukum mediasi yaitu:

a. Dasar Hukum Mendamaikan dari Al-Qur’an:
1) Surat An- Nisa’ ayat 35 :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. 
Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perdamaian,niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’ : 35).[footnoteRef:18] [18:  Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 123.] 


2) Surat Al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya”.(QS. Al-Hujurat : 10).[footnoteRef:19] [19:  Ibid., 200.] 


b. Dasar Hukum Mendamaikan dari Undang-Undang :
Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa: Perdamaian adalah sesuatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.[footnoteRef:20] [20:  Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Padnya Pratama, 2001), 468.] 


1) Het Inlandsch Reglement (Hir) Pada Pasal 130 Ayat:
a) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu.
b) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada sidang diperbuat sebuah akte, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat / akte itu akan berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang.
2) Rechtreglement Buitengewesten (RBg) Pasal 154 Ayat:
a) Apabila pada hari sidang yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka pengadilan dengan perantaraan ketua berusaha mengadakan suatu perdamaian antara mereka.
b) Apabila perdamaian itu tercapai maka seketika itu juga perdamaian diperbuat di persidangan dengan suatu akte di mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian mereka itu, akte tersebut mempunyai kekuatan dan dijalankan serupa dengan suatu keputusan hukum biasa.
c) Terhadap suatu putusan serupa itu tidak dapat dimintakan banding.[footnoteRef:21] [21:  Sudono, Peranan Hakim dalam Mendamaikan Sengketa Perceraian ( Bandung :Karya Ilmiah sebagai syarat calon Hakim, 1994), 90.] 

3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 1 sampai 9.[footnoteRef:22] [22:  Munir Fuady,  Arbitrase Nasional  (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000), 210.] 

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2002 kepada semua hakim di seluruh Indonesia agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a) Agar semua majlis hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/ 154 RBg tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.
b) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dari segi waktu , tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian.
c) Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang perkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan pada para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.
d) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektifitas.
e) Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1992.
f) Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuat akte perdamaian (dading), agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati/ disetujui bersama.
g) Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator.
h) Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, hakim yang bersangkutan melaporkan kepada ketua pengadilan/ ketua majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selam proses pemeriksaan berlangsung.
i) Hakim yang menjadi fasilitator atau mediator wajib membuat laporan kepada ketua pengadilan secara teratur.
j) Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan alasan penyelesaian perkara melebihi dari ketentuan 6 (enam) bulan.[footnoteRef:23] [23:  Ibid., 28.] 

[bookmark: _Toc520543479]Kedudukan Mediator
Di dalam proses mediasi kedudukan seorang mediator berdasarkan peran dan fungsinya  harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa,karena peranan mediator di dalam proses mediasi sangat menentukan kesuksesan sengketa yang di mediasikan, selain sebagai penengah seorang mediator juga membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan pelbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung pasal 1 ayat 5 bahwa : “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.
Selain itu, seorang mediator harus bisa memahami pandangan masing-masing pihak  dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa. Menurut Rahmadi Usman dalam bukunya “Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan” menyebutkan bahwa peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi adalah sebagi berikut:
a. Mediator mempermudah pertukaran informasi.
b. Mendorong diskusi mengenai perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi.
c. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.
d. Mediator akan selalu mengadakan pertemuan dengan para pihak secara pribadi (caucus).[footnoteRef:24] [24:  Ibid., 30.] 

Itulah beberapa peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi, maka tidak heran kalau mediator lebih mengetahui dan menguasai persoalan dari pada kedua belah pihak yang bersengketa, karena seorang mediator mendapatkan informasi yang seimbang dari kedua belah pihak.
[bookmark: _Toc520543480]	Proses Mediasi
Di dalam pelaksanaan proses mediasi, para pakar hukum perdata membagi pelaksanaan proses mediasi menjadi beberapa tahapan.
Gary Good paster , di dalam bukunya Munir Fuady Membagi proses mediasi menjadi 4 (empat) tahapan:
a. Tahap pertama	:   Menciptakan forum.
b. Tahap kedua	:  Mengumpulkan dan membagi-bagi Informasi.
c. Tahap ketiga	:   Pemecahan masalah.
d. Tahap keempat:  Pengambilan keputusan.
Sedangkan Riskin dan Westbrook di dalam bukunya Suyud Margono membagi proses mediasi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu:
a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi 
b. Memahami masalah-masalah.
c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
d. Mencapai kesepakatan.
e. Melaksanakan hasil kesepakatan.
Di dalam buku yang sama Kovach membagi proses mediasi ke dalam 9 (sembilan) tahapan yaitu : 
a. Penataan atau pengaturan awal. 
b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator.
c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak.
d. Pengumpulan informasi.
e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
g. Melakukan tawar-menawar.
h. Kesepakatan.
i. Penutup.[footnoteRef:25] [25:  Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 63.] 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan mediasi dengan menggunakan tahapan-tahapan mempermudah seorang mediator (penengah) dan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan informasi yang seimbang guna tercapainya suatu kesepakatan bersama atas sengketa. Sehingga permasalahan yang mereka hadapi akan menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak.
[bookmark: _Toc520543481]Perjanjian Perdamaian
Setelah proses mediasi selesai dan para pihak menemukan jalan keluar atas sengketa yang dihadapi,maka tahap selanjutnya adalah pembuatan perjanjian perdamaian, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor: 2 Tahun 2003 pasal 11 ayat: 
a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tanda tangani oleh para pihak.
b. Kesepakatan wajib memuat pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.
c. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya  kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
d. Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.
e. Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.
Menurut Evi Sofiah: Formulasi perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak yang berperkara yang dituangkan dalam sebuah akta. Sedangkan menurut Retnowulan dan Iskandar dalam bukunya yang Berjudul “ Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” mengatakan bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum seperti Suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( In Kracht Van Gewijsde), setelah perjanjian perdamaian dibuat para pihak tidak diperkenankan untuk mengajukan banding atau kasasi. 
Dari beberapa uraian di atas dapat dimengerti bahwa putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap setelah dibuatnya kesepakatan tertulis (akta perdamaian) oleh para pihak dengan bantuan mediator dan ketetapan  hakim, dan dengan dibuatnya perjanjian perdamaian para pihak harus mentaati hasil perjanjian tersebut.[footnoteRef:26] [26:  Ibid., 40.] 


[bookmark: _Toc520543482]Tinjauan Teoritis Tentang Harta Gono-Gini (Harta Bersama)
1. [bookmark: _Toc520543483]Pengertian Harta Gono-Gini (Harta Bersama)
Harta gono-gini berasal dari istilah hukum adat Jawa khususnya Jawa Timur yang digunakan untuk menyebutkan harta bersama (harta perkawinan). 
Sayuti Thalib mengatakan dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Indonesia” bahwa harta gono-gini (harta bersama) adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang di antara mereka. Menurut Bahder dan Warjiyati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam menyatakan bahwa Harta gono-gini (harta bersama) adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 (f) disebutkan bahwa: Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri  selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.
Menurut Vandijk sebagaimana yang dikutip oleh Yahya Harahap dalam bukunya “ Kedudukan  Kewenangan dan Acara Peradilan agama” mengatakan bahwa: Segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat.[footnoteRef:27] [27:  Yahya Harahap, Kedudukan  Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Garuda Metropolitan,1990), 297.] 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dimengerti bahwa harta gono-gini (harta bersama) adalah harta berwujud yang diperoleh pasangan suami istri selama mereka berada di dalam hubungan perkawinan yang secara otomatis akan menjadi lembaga harta gono-gini (harta bersama). Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri yang diberikan kepada mereka sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta  bersama, selama mereka tidak mengadakan perjanjian penyatuan harta di saat berlangsungnya perkawinan.
[bookmark: _Toc520543484]Sebab-Sebab Bubarnya Harta Gono-Gini (Harta Bersama)
Harta gono-gini sebagai harta bersama suami istri  yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan,  apabila terjadi pemutusan perkawinan tentu harta tersebut akan dibagi. 
Ada beberapa hal yang mengakibatkan bubarnya harta gono-gini (harta bersama), di dalam KUH Perdata pasal 126 diterangkan bahwa” Persatuan demi hukum menjadi bubar”:
a. Karena kematian 
b. Karena berlangsungnya suatu perkawinan atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami 
c. Karena perceraian 
d. Karena perpisahan tentang meja dan ranjang
e. Karena perpisahan harta benda.[footnoteRef:28] [28:  Subekti, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Pratama, 1996), 31.] 

Dari beberapa sebab di atas, yang sangat fenomenal adalah karena perceraian, di mana para pihak menginginkan untuk mendapatkan bagiannya atas harta yang diperoleh setelah mereka berada di dalam perkawinan (harta bersama). KUH Perdata pasal 232 menjelaskan bahwa: Jika suami dan istri yang dicerai itu, telah berkawin dengan persatuan harta kekayaan, maka pembagian barang-barang persatuan harus berlangsung dalam hal dan dengan cara yang sama seperti teratur dalam bab ke enam.[footnoteRef:29] [29:  Ibid., 52.] 

[bookmark: _Toc520543485]Pandangan Hukum Tentang Harta Gono-gini (Harta Bersama)
1. Menurut Hukum Islam
Di dalam hukum Islam tidak diterangkan dengan jelas tentang adanya harta gono-gini (harta bersama). Yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika berlangsungnya perkawinan, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 32:
وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa’ : 32).[footnoteRef:30] [30:  Ibid, 50.] 


Ayat di atas tersebut bersifat universal dan tidak menunjukkan tentang adanya harta bersama. Sebagaimana yang diutarakan Hilman dalam bukunya “ Hukum Perkawinan Indonesia” bahwa: Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. 
Walaupun Islam tidak mengatur tentang adanya harta bersama tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya syirkah atas harta kekayaan suami istri yang di dalam Islam diperbolehkan sebagaimana Firman Allah surat An-Nisa’ ayat 29:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ : 29)[footnoteRef:31] [31:  Ibid, 52.] 


Dalam hal ini, Sayuti Tholib berpendapat bahwa: Pada dasarnya seluruh harta yang dimiliki suami atau istri baik itu harta bawaan, harta usaha mereka sendiri, atau harta yang diperoleh dari seseorang sebagai hadiah, hibah dan warisan adalah terpisah walau dalam ikatan perkawinan. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi suami atau istri untuk mengadakan perjanjian syirkah atas harta kekayaan mereka secara resmi dan menurut cara-cara tertentu.[footnoteRef:32] [32:  Sayuti Tholib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 84.] 

2. Menurut Hukum Adat
Hukum adat mengenal harta gono-gini (harta   bersama) yang lengkap dengan pembagiannya, ada beberapa macam harta yang dikenal dalam hukum adat yaitu: 
a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing (harta bawaan).
b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada keduanya sebagai(hadiah).
c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi bukan atas usaha mereka berdua. Seperti hibah dan waris.
d. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua.(harta bersama).[footnoteRef:33] [33:  Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 228.] 

Jadi menurut hukum adat harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung itu disebut harta gono-gini (harta bersama) dan harus dibagi dengan adil. Sedangkan harta bawaan, harta waris, hadiah dan hibah dari para pihak berada di bawah wewenang masing-masing pihak.
[bookmark: _Toc519333961][bookmark: _Toc520543486]Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama)
Harta gono-gini (harta bersama) setelah putusnya perkawinan harus dibagi dengan adil antara suami dan istri. Sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan No: 1 tahun 1974  bahwa: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah apabila perceraian itu terjadi di kalangan umat Islam maka pembagian harta itu diselesaikan dengan hukum Islam dan bagi Non-Islam atau orang Islam yang tunduk pada perundang-undangan maka peraturan pembagian harta gono-gini (harta bersama) memakai Undang-undang  KUH Perdata. 
Ketentuan pembagian harta gono-gini (harta bersama)) bagi umat Islam terdapat di Komilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 diterangkan : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Sedangkan pembagian harta gono-gini bagi Non- Islam  diatur dalam KUH Perdata pasal 128 berbunyi: Setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh. 
Dengan demikian pembagian harta gono-gini (harta bersama)antara suami dan istri harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing.
[bookmark: _Toc520543487]Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini (Harta Bersama)
Peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini (harta bersama) sangatlah penting. Dengan menggunakan prosedur mediasi penyelesaian sengketa para pihak dapat diselesaikan secara damai dan tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Umar Ibn Khottob ra. mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu perkara/ sengketa berdasarkan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut.
Islam dengan ajaran-ajarannya yang lurus telah memerintahkan kepada ummatnya untuk selalu membantu saudara-saudaranya yang sedang berselisih/ bersengketa melalui perdamaian ( islah)), sesuai perintah Allah dalam firmannya :
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اْلأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang  berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 09).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2003 telah dijelaskan bagaimana prosedur mediasi di  Pengadilan yaitu melalui beberapa tahapan. Hal itu bertujuan untuk mempermudah dalam penanganan perkara khususnya dalam perkara atau sengketa harta gono-gini (harta bersama).
Dengan demikian untuk menangani perkara, pendayagunaan lembaga mediasi di  pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar proses Litigasi sangat efektif dan efisien untuk mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan.
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[bookmark: _Toc520543488]BAB III
TEMUAN PENELITIAN

1. [bookmark: _Toc520543489]Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. [bookmark: _Toc520543490]Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan
Pengadilan Agama di Indonesia diketahui keberadaannya sejak abad 16 Miladiyah, yang dibentuk oleh para ulama’ atau kyai karena melihat banyaknya masalah-masalah yang timbul di masyarakat yang memeluk agama Islam. Seperti masalah talak dan waris. Pengakuan resmi dari pemerintah terhadap adanya Pengadilan Agama berdasarkan Staatblad No. 152 tahun 1882 untuk Jawa dan Madura oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda.
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Kota Kraksaan yang saat ini menjadi kota Kecamatan, pada awalnya adalah Ibu Kota Kabupaten Kraksaan yang dipimpin oleh seorang Bupati terakhir bernama KH. Ronggo, dengan struktur pemerintahan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, wilayah kekuasaan / Yuridiksi meliputi 24 Kecamatan yang kemudian dilebur menjadi satu Kabupaten Probolinggo. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahun 1945, disponsori oleh tokoh Ulama Pengadilan Agama di Kraksaan dibangun tegakkan kembali dengan berlandaskan stablat 152 tahun 1882 dengan yuridiksi meliputi bekas wilayah hukum Kabupaten Kraksaan yang terdiri 24 Kecamatan.[footnoteRef:34]  [34:  Transkrip Observasi : CL.01/O/F-1/1-II/2018] 
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Dengan berdirinya kantor yang permanen, Pengadilan Agama Kraksaan dapat berkembang dengan pesat dan dapat menjalin hubungan  kerja dengan instansi pemerintah yang lain  seperti pengadilan negeri, dalam mensosialisasikan dan melaksanakan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989.
Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kraksaan sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 2003 berada di bawah naungan Departemen Agama yang menangani bidang hukum, kemudian sejak dikeluarkannya Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 yang berisi tentang “Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung”, maka Pengadilan Agama secara resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.[footnoteRef:35] [35:  Transkrip Dokumentasi : 02/D/F-1/08-III/2018] 

Demikianlah sejarah singkat berdirinya pengadilan agama Kraksaan. Mudah-mudahan senantiasa memberi keadilan bagi umat Islam serta menegakkan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT.
[bookmark: _Toc520543491]Periodisasi Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Adapun nama-nama ketua Pengadilan Agama Kraksaan sejak masa berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut:
Periodisasi Ketua Pengadilan Agama Kraksaan.[footnoteRef:36] [36:  Transkrip Dokumentasi : 03/D/F-1/08-III/2018] 

	No
	Nama
	Golongan Terakhir
	Pendidikan Terakhir
	Tahun Menduduki Jabatan

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	KH. Ahmad Zabidi
	-
	-
	1945 - 1946

	2
	KH. Nawawi
	-
	-
	1946 - 1950

	3
	KH. Syarqowi
	-
	-
	1962 - 1967

	4
	Ust. Umar Al Hamid
	-
	-
	1967 - 1978

	5
	Drs. Munawir
	-
	Sarjana Muda
	1978 - 1995

	6
	Drs. H. Marsaid, S.H., M.H
	-
	Sarjana
	1995 - 1999

	7
	Drs. H. Muhtadin, S.H
	-
	Sarajana
	1999 - 2002

	8
	Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H
	IV/a
	Sarjana
	2002 - 2006

	9
	Drs. Mohammad Taufiq, M.H.
	IV/b
	Sarjana
	2009-2010

	10
	Drs. Abdullah, S.H., M.H
	IV/c
	Sarjana
	2010 - 2012

	11
	Dra. Lilik Muliana, S.H., M.H
	IV/b
	Sarjana
	2012 - 2016

	12
	Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H.
	IV/b
	Sarjana
	2016-sekarang



[bookmark: _Toc520543492]Wilayah Hukum / Kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan
Untuk mempermudah penanganan masalah yang timbul di masyarakat, Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai wilayah hukum sendiri.
Adapun wilayah hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kraksaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kraksaan, yang penduduk sebesar 1.531.026 jiwa pada akhir tahun 2017.[footnoteRef:37] [37:  Transkrip Dokumentasi : 04/D/F-1/10-III/2018] 

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan meliputi :
a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 Desa;
b. Kecamatan Gending, meliputi 13 Desa;
c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 Desa;
d. Kecamatan Maron, meliputi 18 Desa;
e. Kecamatan Gading, meliputi 19 Desa;
f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 Desa;
g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 Desa;
h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 Desa;
i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 Desa;
j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 Desa;
k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 Desa;
l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 Desa;
m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 Desa;
n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 Desa;
o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 Desa;
p. Kecamatan Leces, meliputi 10 Desa;
q. Kecamatan Bantaran, meliputi 10 Desa;
r. Kecamatan Kuripan, meliputi 7 Desa;
s. Kecamatan Sumber, meliputi 9 Desa;
t. Kecamatan Wonomerto, meliputi 11 Desa;
u. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 Desa;
v. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 Desa;
w. Kecamatan Tongas, meliputi 14 Desa;
x. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 Desa;
Sedangkan perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kraksaan adalah dalam bidang perkara perdata tertentu yang di sesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia meliputi: Perkawinan, Pewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh.
[bookmark: _Toc520543493]Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan
Untuk mempermudah kinerja pegawai pengadilan agama Kraksaan, maka disusunlah struktur kepengurusan pengadilan agama sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, hal ini dilakukan untuk merealisasikan dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Kraksaan.
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Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kraksaan periode 2017/2018 berdasarkan KMA/004/SK/II/1992 dan Kep. Menag. No. 303/1990 adalah sebagai berikut:
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[bookmark: _Toc520543494]Data Pegawai Pengadilan Agama Kraksaan
a. Data Hakim Pengadilan Agama Kraksaan[footnoteRef:38] [38:  Transkrip Dokumentasi : 04/D/F-1/10-III/2018] 

	No

	Nama
	NIP
	Gol
	Tmt
	Jabatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Dr.Hj.Lailatul Arofah, M.H.
	1992032003
	IV/b
	01-04-2009
	Ketua

	2
	Drs. H. Muqoddar, S.H.
	1992203100
	IV/a
	01-10-2009
	Hakim madya pratama

	3
	Drs. Maftukin
	1992203101
	IV/a
	01-10-2010
	Hakim madya pratama

	4
	Drs. Muhammadun, S.H.
	1992203109
	IV/a
	01-04-2011
	Hakim madya pratama

	5
	Drs. H. Isnandar, M.H
	1992203108
	IV/d
	01-10-2008
	Hakim pratama utama

	6
	Drs. Arba’I, SH.
	1992203107
	IV/d
	01-04-2009
	Hakim pratama utama

	7
	Muhammad Hasbi., S.Ag.
	1992203106
	IV/d
	01-04-2007
	Hakim pratama utama

	8
	Drs. Sudono
	150242949
	IV/d
	01-04-2015
	Hakim madya madya

	9
	Drs. Nur Chozin, SH.M.Hum.
	150197456
	IV/c
	01-10-2010
	




b. Data Pegawai Administrasi Pengadilan Agama Kraksaan
	No
	Nama
	NIP
	Gol
	Tmt
	Jabatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Drs. Syafiuddin
	150187394
	IV/a
	01-10-2006
	Panitera / Sekretaris

	2
	Syaiful Arifin, S.H.
	150188120
	III/a
	01-10-2008
	Wakil Panitera

	3
	Hasan
	150233172
	III/c
	01-04-2009
	Wakil Sekretaris

	4
	Drs. Masyhudi, Mhes
	150211892
	III/c
	01-04-2010
	Ka. Sub. Kepaniteraan Hukum

	5
	Fatimah, S.H.
	150200077
	III/b
	01-10-2011
	Ka. Sub. Kepaniteraan Gugatan

	6
	Amrulloh, S.H., M.H.
	150211893
	III/c
	01-10-2012
	Ka. Sub. Kepaniteraan Permohonan

	7
	Umi Nadhiroh., S.H.
	150211894
	III/b
	01-10-2008
	Ka. Sub. Bag. Umum

	8
	M. Hasyim, SH.
	150273176
	III/b
	01-10-2005
	Ka. Sub. Bag. Keuangan









c. Data Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Kraksaan
	No
	[bookmark: _Toc515711442]Nama
	NIP
	Gol
	Tmt
	Jabatan

	1
	[bookmark: _Toc515711443]
2
	3
	4
	5
	6

	1
	Mohammad Ainur Rofiq., S.H.
	150232621
	III/d
	01-10-2006
	Panitera Pengganti

	2
	Syafiq Hamdi, S.H.
	150224469
	III/c
	01-04-2007
	Panitera Pengganti

	3
	Jaenal Abidin, SH
	150238640
	III/c
	01-04-2008
	Panitera Pengganti

	4
	Dini Rininda, S.H.
	150246162
	III/c
	01-04-2009
	Panitera Pengganti

	5
	M. Fauzi, SH
	150244562
	III/b
	01-07-2010
	Panitera Pengganti

	6
	Umi Nadhiroh., S.H.
	150250087
	III/b
	01-04-2012
	Panitera Pengganti

	7
	 Budiarto
	150206969
	III/b
	01-04-2014
	Juru Sita Pengganti

	8
	Syaiful Arifin, S.H.
	150257095
	III/b
	01-04-2012
	Juru Sita Pengganti

	9
	Drs. Masyhudi, Mhes
	150275763
	III/a
	01-04-2004
	Juru Sita Pengganti

	10
	Mohammad Ainur Rofiq., S.H.
	150238608
	III/a
	01-10-2011
	Juru Sita Pengganti 

	11
	Umi Nadhiroh., S.H.
	150266742
	III/c
	01-10-2010
	Juru Sita Pengganti




[bookmark: _Toc520543495]Deskripsi Data
Proses lanjutan dalam penyusunan skripsi ini adalah penyajian, hasil yang diperoleh selama penelitian merupakan data-data dari hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, yang kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Oleh Karena itu sistematisasi penyajian data disajikan dengan rumusan masalah dan dengan diikuti analisis data yang relevan sesuai dengan metode analisis datanya.
Dalam penyajian data ini peneliti ingin menyajikan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kraksaan tentang Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Menurut hukum Islam dan hukum Adat. Adapun uraian kasus ini hanya mengutamakan garis besarnya saja berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan, hasil putusan, penetapan dan perjanjian yang terlampir pada bagian akhir skripsi. Putusan, penetapan dan perjanjian mediasi dalam sengketa harta gono-gini No. 1618/ Pdt.G/ 2017/PA.Bwi.
Penelitian ini sifatnya penelitian berkas, penerapan Prosedur mediasi di Pengadilan Agama masih baru, dan berkas tentang upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini (harta bersama) yang telah diproses di Pengadilan Agama Kraksaan hanya ada satu berkas saja, maka dari itulah, peneliti hanya mendapatkan satu berkas putusan, penetapan dan perjanjian perdamaian (mediasi) dalam sengketa harta gono-gini (harta bersama) ( Wawancara dengan Bapak M. Rasyid, SH. Selaku Ka. Sub. Kepant. [footnoteRef:39] [39:  Transkrip Wawancara : 01/1-W/F-1/10-IV/2018] 

1. [bookmark: _Toc520543496]Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Gono-Gini (Harta Bersama) Ketika Terjadi Perceraian
Mediasi adalah bagian dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi para pihak melalui bermusyawarah dengan dibantu oleh seorang penengah (mediator) yang bersifat netral dan tidak memihak. Oleh karena itu, dengan mediasi sebuah sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, lebih murah dan para pihak yang bersengketa mempunyai peranan dalam suksesnya penyelesaian sengketa. Penerapan mediasi di lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Kraksaan masih tergolong baru diterapkan, karena ketentuan peraturan tentang prosedur mediasi di lembaga Peradilan baru keluar pada tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2002. 
Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di seluruh Pengadilan Agama se-Jawa Timur Pengadilan Agama Kraksaan termasuk yang pertama  menerapkan prosedur mediasi. Sengketa yang ditangani pertama kali oleh Pengadilan Agama Kraksaan adalah sengketa harta gono-gini yang terjadi setelah terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan hukum Adat. (Interview dengan  Drs.Sudono salah satu hakim di PA Kraksaan  .[footnoteRef:40] [40:  Transkrip Wawancara : 02/1-W/F-1/10-IV/2018] 

Penerapan mediasi di lembaga peradilan tidak termasuk dalam perkara, mediasi merupakan lembaga sendiri dan tidak sama dengan proses peradilan biasa. Pendayagunaan mediasi di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara. ( Interview dengan Moh. Rosid S.H selaku Ka. Sub. Kepaniteraan.[footnoteRef:41] [41:  Transkrip Wawancara : 03/1-W/F-1/10-IV/2018] 

[bookmark: _Toc520543497]Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan
Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa yang ada di  Pengadilan Agama Kraksaan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor:2 Tahun 2003 “Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.
Dari hasil interview dengan beberapa hakim dan dengan hakim yang ditunjuk menjadi mediator bahwa dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini (harta bersama) melalui  prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan harus melalui beberapa tahapan yaitu:
a. Tahap persiapan
Dalam tahap persiapan seorang mediator harus tahu betul masalah pokok yang disengketakan para pihak. Menurut Drs. Nur Chozin (selaku mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini gini di PA Kraksaan).[footnoteRef:42] Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang mediator yaitu: [42:  Transkrip Wawancara : 04/1-W/F-1/11-IV/2018] 

1) Menentukan tempat dan waktu mediasi akan dilaksanakan dengan para pihak.
2) Menanyakan siapa saja yang harus hadir, apa yang menjadi pokok permasalahan sengketa yang perlu dibicarakan dan apakah para pihak akan menggunakan kuasa hukum (Lawyer)?.
3) Menjelaskan kepada para pihak tentang kedudukan mediator dalam proses mediasi.
4) Menumbuhkan kepercayaan kepada para pihak, sehingga seorang mediator dapat diterima dengan baik dalam proses mediasi.
Setelah beberapa hal di atas tercapai, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang mediator dan para pihak adalah:menciptakan forum .[footnoteRef:43] [43:  Transkrip Wawancara : 04/1-W/F-1/11-IV/2018] 

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi
Setelah forum terbentuk, maka yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:
1) Membuka rapat bersama dengan para pihak dan kuasa hukumnya (kalau ada). Dan memberikan sambutan sebelum dimulainya proses musyawarah.
2) Memberikan waktu bagi para pihak untuk mempresentasikan masalah-masalah sesuai dengan kepentingan masing-masing.
3) Mendiskusikan hasil presentasi, berupa tanggapan dari para pihak atas informasi yang diperoleh dari presentasi masing-masing pihak.
4) Mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak (kaukus), untuk menggali lebih dalam informasi yang belum diungkapkan dalam diskusi. (hal ini dilakukan karena ditakutkan adanya intervensi salah satu pihak pada saat berlangsungnya diskusi, maka perlu bagi seorang mediator untuk melakukan kaukus) 
5) Mengadakan rapat kembali untuk penyelesaian terakhir dengan rinci dan mendetail.
6) Membantu para pihak dalam pengambilan kesepakatan bersama, dengan membuat surat perjanjian atau akta perdamaian dan memberikan saran kepada para pihak untuk mentaati hasil dari kesepakatan bersama tsb. (Interview dengan Drs. Nur Chozin SH.M.Hum, selaku hakim mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini).[footnoteRef:44] [44: Transkrip Wawancara : 06/1-W/F-1/12-IV/2018 ] 

c. Tahap Penutupan
Setelah para pihak menemukan pemecahan masalah dan sepakat untuk mengakhiri sengketa, dan perjanjian tertulis sudah disepakati bersama, maka mediator menutup proses mediasi ini, kemudian mediator melaporkan hasil musyawarah yang telah mencapai mufakat kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.
[bookmark: _Toc520543498]Putusan Pangadilan Agama Kraksaan dalam Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Proses Mediasi
Hasil kesepakatan dari proses mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis melalui akta perdamaian yang di tanda tangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator dan kuasa hukum sebagai saksi sesuai dengan PERMA RI Nomor:2 Tahun 2003 pasal 11, ayat:[footnoteRef:45] [45:  Transkrip Wawancara : 07/1-W/F-1/20-IV/2018] 

a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan,
b. Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagi suatu akta perdamaian. 
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Perjanjian damai mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya. Untuk itu wajib bagi para pihak untuk menjalankan perjanjian damai tersebut dengan menyerahkan obyek yang disengketakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian damai secara sukarela. Setelah akta perdamaian atau kesepakatan dibuat, maka mediator (penengah) memberikan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menangani perkara pokok (perceraian) kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menguatkan akta perjanjian damai yang disepakati oleh para pihak.


[bookmark: _Toc520543499]BAB IV
PEMBAHASAN

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memodifikasi dengan teori yang ada.
Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (pemaparan) dari data yang didapatkan baik melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil tersebut dikaitkan dengan topik yang dibahas, di antaranya:
1. [bookmark: _Toc520543500]Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini (Harta Bersama) Ketika Terjadi Perceraian  Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat 
 Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwa penggunaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan berawal dari adanya perceraian yaitu seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Karena perkawinan mereka sudah tidak bisa disatukan lagi.
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Kemudian pada saat dalam proses persidangan perkara perceraian, tergugat mengajukan gugatan balik terhadap penggugat,bahwa tergugat dalam konpensi sebagai penggugat rekonpensi dan penggugat konpensi  
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menjadi tergugat rekonpensi mengenai harta yang telah mereka peroleh selama berada dalam perkawinan (harta gono-gini).
Pada tahap pembuktian majelis hakim yang menangani perkara ini menyarankan dan menawarkan kepada para pihak agar dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ini diselesaikan melalui lembaga mediasi.
Dan para pihak menerima saran yang diberikan oleh majelis hakim,kemudian ditunjuklah seorang hakim untuk menjadi mediator (penengah) yang akan membantu para pihak mencari jalan keluar sengketa ini, mediator harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak agar penyelesaian sengketa ini dapat berjalan dengan baik dan kepentingan para pihak dapat terpenuhi. Adapun alasan hakim membagi harta bersama ½ adalah  sesuai  dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan alasan itu, maka hakim  membagi  harta  bersama antara penggugat dan tergugat masing-masing ½ (seperdua).
Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah hasil kegiatan suami sendiri termasuk harta bersama. 
[bookmark: _Toc520543501]Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat
Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria yang di kecualikan diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama. 
Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu .5 Ditinjau dari aspek pelaku perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, pertama, cerai talak oleh suami yaitu perceraian yang dilakukan suami terhadap istri. Kedua, cerai gugat oleh istri yaitu perceraian yang dilakukan oleh	istri dengan	mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara rem.
Kraksaan Tahun 2018 dapat dilihat bahwa fenomena cerai gugat di kalangan masyarakat terus meningkat, jika dikaitkan dengan hukum Islam seperti termuat dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut KHI, bahwa menikah adalah ibadah. Berdasarkan QS Al-Nisa’ : 34 “ kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakkan sebagian harta mereka”. Sehingga penulis mengkhususkan penelitian hanya kepada cerai gugat.
Berkaitan dengan kalimat “hukumnya masing-masing” pada Pasal 37 UUP, untuk membagi harta bersama apabila para pihak tersebut memiliki latar belakang adat yang berbeda dan ingin melakukan pemilihan hukum adalah diperbolehkan.
[bookmark: _Toc520543502]Putusan Pangadilan Agama Kraksaan dalam Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Proses Mediasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat
Dari obyek penelitian didapatkan oleh peneliti tentang penyelesaian sengketa harta gono gini (harta bersama) melalui mediasi dapat di ketahui bahwa setelah hasil kesepakatan dituangkan dalam perjanjian damai, maka mediator (penengah) melaporkan kepada majelis hakim yang menangani perkara pokok, bahwa proses mediasi dalam penyelesaian harta gono gini para pihak telah mencapai kesepakatan (damai) hal ini sesuai dengan pasal 130 ayat 2 HIR.
Pertimbangan hakim Pengadilan Agama  Kraksaan  dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. melalui alasan-alasan dan dasar  hukum  yang  kuat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.  Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar pertimbangan dan membuat putusan sengketa harta bersama. Bukti-bukti yang diajukan di persidangan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan. Penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kraksaan melalui pembuktian. Keputusan majlis hakim dalam menetapkan harta benda dalam perkawinan sebagai harta bersama melalui pembuktian yang mengikat dan kuat. Bukti-bukti yang diajukan penggugat dan berdasarkan pengakuan tergugat di persidangan menguatkan gugatan penggugat. Tergugat dalam pembuktiannya yang berupa surat-surat tidak satu pun yang menguatkan bantahannya bahwa harta yang dimilikinya adalah harta pribadinya. Juga dalam penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kraksaan hakim juga langsung melihat obyek sengketa. Dalam peninjauannya hakim menemukan fakta-fakta yang menguatkan gugatan penggugat. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan telah melalui - melalui pertimbangan yang telah  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  dan  tidak bertentangan dengan ketentuan syara’, sebab Islam mengajarkan jika menyelesaikan suatu perselisihan hendaknya dilakukan secara adil. Dan pertimbangan yang adil adalah berdasarkan al-Qur’an  dan  Sunah.  Putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. telah melaksanakan  pertimbangan  yang  adil yang ditentukan oleh syara’.
hukumnya masing-masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat,maupun hukum lainnya, konsekuensinya jika perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama.
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Kemudian majelis hakim mengeluarkan surat putusan yang berisi tentang: putusan cerai, dan putusan untuk menguatkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian damai sehingga para pihak dapat mentaati dan mematuhi hasil kesepakatan.


[bookmark: _Toc520543503]BAB V
PENUTUP

1. [bookmark: _Toc520543504]Kesimpulan
Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc520543505] Kesimpulan umum
Pengadilan Agama Kraksaan mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa harta gono-gini (harta bersama) melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003. untuk mengurangi kemacetan perkara  di pengadilan.
[bookmark: _Toc520543506]Kesimpulan Khusus
a. Bentuk mediasi dalam penyelesaian harta gono gini menurut hukum Islam dan hukum Adat yaitu dengan cara menawarkan kepada para pihak dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
b. proses mediasi, sampai pembuatan akta perdamaian yang di sepakati oleh para pihak. 
[image: BG Makalah-Recovered copy]
c. Pembagian harta gono gini menurut hukum Islam dan hukum Adat ditulis dalam perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak setelah tercapainya kesepakatan bersama dengan di bantu oleh mediator, yang kemudian  
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d. dikuatkan dengan di keluarkannya putusan Majlis Hakim yang menangani perkara pokok (perceraian).
[bookmark: _Toc520543507]Saran
1. [bookmark: _Toc520543508]Bagi Pengadilan Agama Kraksaan
a. Pengadilan Agama Kraksaan sudah memiliki kualitas yang cukup baik dengan terobosan memberdayakan mediasi dalam proses beracara untuk mengurangi penumpukan perkara. Maka untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang adanya prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan perlu di adakan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang hal tersebut di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan. 
b. Hendaknya lebih memaksimalkan proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Kraksaan.
[bookmark: _Toc520543509]Bagi Mediator
a. Di usahakan untuk selalu bersifat netral dan tidak memihak saat membantu para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi.
b. Diharapkan untuk memeriksa hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, agar terhindar dari penulisan perjanjian damai yang dapat merugikan salah satu pihak.
[bookmark: _Toc520543510]Bagi Para Pihak yang Bersengketa
a. Agar memberikan keterangan-keterangan yang benar atas objek yang disengketakan demi tercapainya kesepakatan bersama. 
b. Agar senantiasa mematuhi dan mentaati hasil kesepakatan yang di tuangkan dalam perjanjian / akta perdamaian. 
c. Agar selalu aktif mengikuti semua proses mediasi.
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TRANSKRIP WAWANCARA
Koding : 01/1-W/F-1/10-III/2018

Nama Informan 	: Panetra Pengadilan Agama Kraksaan
Waktu 	: 07.30 WIB
Tempat 	: Kantor Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Proses Mediasi Pengadilan Agama Kraksaan

P 	: Bagaimana Proses Mediasi Pengadilan Agama Kraksaan ?

I 	:	Didalam pelaksanaan proses mediasi, para pakar hukum perdata membagi pelaksanaan proses mediasi menjadi beberapa tahapan.
-	Tahap pertama	:   Menciptakan forum.
-	Tahap kedua	:  Mengumpulkan dan membagi-bagi Informasi.
-	Tahap ketiga	:   Pemecahan masalah.
-	Tahap keempat  :  Pengambilan keputusan.













TRANSKRIP WAWANCARA
Koding : 02/2-W/F-1/12-III/2018

Nama Informan 	: Dr. H. Sriyatin, S.H., M.Ag
		(Wakil Ketua)
Waktu 	: 07.45 WIB
Tempat 	: Ruang Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Kelembagaan Pengadilan Agama Kraksaan

P 	:	Bagaimana Kelembagaan Pengadilan Agama Kraksaan ?

I 	:	Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bukanlah hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif,hanya saja istilahnya yang berbeda, proses penyelesaian sengketa pada waktu itu menggunakan lembaga adat dalam proses perdamaian dengan menunjuk seorang hakim adat atau kepala desa untuk menjadi mediator (penengah)










TRANSKRIP WAWANCARA
Koding : 03/3-W/F-1/15-III/2018


Nama Informan 	: Drs. Subandi, S.H
		(Ketua Penetra)
Waktu 	: 08.00 WIB
Tempat 	: Ruang Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Dasar Hukum Mediasi Pengadilan Agama Kraksaan


P 	: Bagaimana Dasar Hukum Mediasi Pengadilan Agama Kraksaan?

I 	:	Untuk menjadi landasan yuridis mediasi sebagi bagian dari upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa, maka perlu dicantumkan dasar hukum mediasi yaitu:
1.  Al-Qur’an 
1.  Hadits
1.  KHUP







TRANSKRIP WAWANCARA
Koding : 4/1-W/F-2/10-III/2018


Nama Informan 	: Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H
		(Ketua)
Waktu 	: 08.15 WIB
Tempat 	: Ruang Pengadilan Agama Kraksaan
[bookmark: _Toc515711447]Topik Wawancara    : Putusan Pangadilan Agama Kraksaan dalam Pembagian     Harta Gono-Gini Setelah Proses Mediasi

P 	:   Putusan Pangadilan Agama Kraksaan dalam Pembagian ?

I         :    Perjanjian damai mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya. Untuk itu wajib bagi para pihak untuk menjalankan perjanjian damai tersebut dengan menyerahkan obyek yang disengketakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian damai secara sukarela. Setelah akta perdamaian atau kesepakatan dibuat, maka mediator (penengah) memberikan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menangani perkara pokok (perceraian) kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menguatkan akta perjanjian damai yang disepakati oleh para pihak.


TRANSKRIP OBSERVASI
Koding : CL.01/O/F-1/01-II/2018


Lokasi Observasi 	: Pengadilan Agama Kraksaan
Tanggal Observasi 	: 01 Februari 2018
Waktu Observasi 	: 11.00 WIB
Topik Observasi 	: Eksistensi Pengadilan Agama Kraksaan
Waktu Penyusunan 	: 11.30 – 12.45 WIB


	Pada tanggal 01 Februari 2018 peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengamati Staf yang ada, Ketua Panetra, dan Sekertaris Pengadilan Agama Kraksaan. Dengan tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri mereka mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan saling mendukung satu dengan yang lainya.













TRANSKRIP DOKMENTASI

T e m a 	: Dokumentasi Lembaga 
Lokasi Obyek 	: Ruang Sekertaris
Jenis Obyek 	: Profil Pengadilan Agama Kraksaan
Tanggal   Pencatatan 	: 08 Februari 2018
Jam  Pencatatan 	: 08.30 s.d 08.49 WIB	


	KODING
	DATA/HASIL PENCATATAN

	01/D/F-1-2/08-II/2018
	Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kraksaan




Catatan  Penulis :
Profil Pengadilan Agama Kraksaan adalah catatan dalam menganalisa eksistensi lembaga Pengadilan Agama Kraksaan baik dari luas lembaga, status akreditasi, nomor izin, dll.






TRANSKRIP DOKUMENTASI

T e m a 	: Dokumentasi Visi dan misi Pengadilan Agama Kraksaan
Lokasi Obyek 	: Kantor Pengadilan Agama Kraksaan
Jenis Obyek 	: Visi dan Misi Pengadilan Agama Kraksaan
Tanggal   Pencatatan 	: 08 Februari 2018
Jam  Pencatatan 	: 08.30 s.d 08.49 WIB	


	KODING
	DATA/HASIL PENCTATAN

	01/D/F-1/08-II/2018
	Dokumentasi Visi dan Misi Pengadilan Agama Kraksaan




Catatan  Penulis :
Dengan adanya Visi dan Misi peneliti dapat mengetahui apa yang menjadi Visi dan Misi didirikannya lembaga Pengadilan Agama Kraksaan sehingga peneliti mengetahui maksud dan tujuan Pengadilan Agama Kraksaan.
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